
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban 

serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.
1
 Dalam Bahasa Arab 

disebut dengan  ُالنِّكَاح (An-Nikah) yang bermakna  ُمْ اوَْ الجَمْع الضَّ
2

 yaitu himpunan atau kesatuan, 

dapat pula bermakna berhimpunnya satu dengan yang lainnya.
3
 Jadi, perkawinan merupakan 

perikatan keagamaan karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu 

ikatan lahir batin sebagai suami istri sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur 

lahiriyah tetapi juga unsur  batiniyah.
4
  

Perkawinan
5
 dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu janji yang 

diucapkan dan diberi tanda kemudian yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang siap 

menjadi suami istri, perjanjian dengan akad yang disaksikan oleh beberapa orang dan diberi 

izin oleh wali perempuan.
6
 Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, menyebutkan : 

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan 
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kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) menjadi cita-cita dan 

harapan setiap individu agar tercapainya hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat 

secara berkelanjutan. Pencapaian cita-cita dan harapan tersebut perlu mendapat dukungan 

dari suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan suatu format yang disebut 

negara hukum (rechtstaat).
7
 Negara Indonesia merupakan negara hukum, karenanya setiap 

perbuatan dan tindakan masyarakatnya diatur oleh hukum. 

Terjaminnya ketertiban hukum serta terjaganya hak-hak setiap masyarakat Indonesia 

khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap pihak pasca berlangsungnya 

suatu perikatan perkawinan, maka setiap perkawinan hendaknya terdata dan memiliki bukti 

autentik yang diakui oleh hukum. Perkembangan zaman meningkatkan kebutuhan akan 

adanya “alat bukti” untuk menjamin hak-hak manusia yang dilindungi hukum. Perkawinan 

merupakan salah satu perjanjian yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban baru sehingga 

dibutuhkan bukti autentik sebagai alat bukti yang memastikan terjaminnya hak tersebut.  

Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur 

bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu 

peristiwa untuk meneguhkan haknya, atau membantah suatu hak orang lain wajib 

membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Untuk 

membuktikan adanya hak atau kejadian itu, dibutuhkan alat pembuktian sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 1866, yang meliputi : bukti tertulis, bukti saksi, 

persangkaan, pengakuan dan sumpah. Pembuktian dengan bukti tertulis dilakukan 
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dengan akta autentik.
8
 

Undang-undang Perkawinan di Indonesia memberikan dua syarat agar suatu 

perkawinan dapat dianggap sah yakni sah secara keagamaan sebagaimana yang tercantum 

dalam Pasal 1 dan harus tercatat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2. Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 menyebutkan bahwa: 

(1) Perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu.  
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 
Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu peraturan yang memuat ketentuan 

perkawinan umat Islam di Indonesia, juga mengharuskan adanya pencatatan perkawinan 

tersebut. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: “Agar terjaminnya 

ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus di catat”. Hal ini 

dipertegas dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa: 

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya 

itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
9
 

Menurut teori hukum, suatu tindakan yang dilakukan menurut hukum baru dapat 

dikatakan sebagai perbuatan hukum. Akibat dari adanya perbuatan hukum tersebut, maka 

akan ada pengakuan dan perlindungan hukum dari perbuatan itu. Melihat peraturan yang 

penulis terangkan sebelumnya di atas, maka semakin jelas dan tegaslah bahwa perkawinan di 

Indonesia dianggap sah secara hukum jika tercatat oleh pegawai pencatat nikah.
10

 

Sebaliknya, pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan pencatatan nikah akan dianggap 

tidak sah secara hukum serta tidak memiliki pengakuan dan perlindungan hukum.  
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Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah membentuk 

keluarga yang kekal dan bahagia. Pernikahan ini menyatukan dua orang dari dua keluarga 

yang berbeda, yang pastinya akan memiliki sudut pandang yang tidak sama, maka perlunya 

kesatuan tujuan.  Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan isteri dalam keluarga dan 

kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan di dalam 

keluarga itu akan dapat mengalami hambatan-hambatan yang bisa menjadi sumber masalah 

dalam keluarga, akhirnya dapat menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai 

kepada perceraian. 

Menurut hukum Islam, perceraian disebut juga dengan talak yang berasal dari kata 

“itlaq” artinya melepaskan atau meninggalkan.
11

 Talak dijadikan sebagai jalan terakhir 

ketika kehidupan rumah tangga pasangan suam istri sudah berada di jalan buntuk. Secara 

umum, talak merupakan pemutusan tali perkawinan. Menurut Sayyid Sabiq, talak berarti 

melepaskan hubungan perkawinan yang mengakhiri hubungan suami istri.
12

 Talak dapat 

disimpulkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami untuk memutuskan hubungan suami 

istri karena hak talak dalam Islam berada di tangan suami.
13

 

Perceraian bisa terjadi dengan segala cara yang menunjukkan putusnya perkawinan, 

baik dikatakan dengan kata-kata, dengan surat, dengan bahasa isyarat untuk orang yang bisu 

atau mengirimkan utusan.
14

 Di mana talak diajukan dengan kata-kata saja, maka jatuhlah 

talak tersebut. Yang menjadi permasalahan ketika pasangan suami istri hanya melakukan 

pemutusan perkawinan secara di bawah tangan atau talak di luar pengadilan karena secara 

                                                 
11

 M. Muhsi, Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fiqh dan Hukum Positif, e-Jurnal Al-Syakhsiyyah 

Jurnal Of Law and Family Studies, Volume 3 Nomor 1 2021, hlm 68 
12

 A.R Idham Kholid, Di Persimpangan Jalan Antara Melanjutkan Perceraian Atau Memilih Rujuk Pada 

Masa Iddah, Ejournal Inklusif, Edisi I, Volume I, 2016, hlm. 5. 
13

 Rusli Halil Nasution, Talak Menurut Hukum Islam, Al-Hadi, Volume 3, Nomor 2, Januari-Juni, 2018, 

hlm. 707. 
14

 Sayyid Syabiq, Fikih Sunnah, Penerjemah Moh Thalib, Alma’arif, Jakarta, 1989, hlm. 27-28. 



 

hukum dalam agama Islam, perceraian telah terjadi jika ucapan atau tindakan suami yang 

bermakna talak telah dilakukan.  

Berdasarkan kepada ketentuan dalam pasal 14 sampai pasal 18 PP No. 9 Tahun 

1975, diketahui bahwa cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh 

dan atas kehendak suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku 

beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu diikrarkan di depan sidang 

Pengadilan Agama. Cerai talak hanya khusus untuk yang beragama Islam, seperti yang 

dirumuskan oleh Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut: 

Seorang suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan 

menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, 

yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai 

dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk 

keperluan itu.
15

 

Perceraian di Indonesia di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk perceraian yang terjadi pada umat 

beragama Islam di Indonesia. Pada pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan yang menyatakan: 

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan 

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.  

Kompilasi Hukum Islam, dalam ketentuanya juga diketahui bahwa perceraian untuk 

umat beragama Islam di Indonesia juga dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama. 

Sebagai bentuk dukungan terhadap ketentuan dalam UU Perkawinan, Pasal 115 dan 117 

KHI juga memuat ketentuan perceraian tersebut. Berikut bunyi ketentuan dalam Pasal 115 

dan 117 KHI:  
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(Pasal 115)  Bahwa perceraian antara suami isteri hanya dapat dilakukan di depan 

sidang pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama berusaha dan 

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.  

(Pasal 117) Talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang 

menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.
16

  

 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa perceraian yang diakui 

oleh negara adalah perceraian yang berlangsung di hadapan sidang Pengadilan Agama dan 

talak yang dijatuhkan di luar pengadilan tidak diakui sah secara hukum negara.
17

 

Peradilan agama merupakan peradilan yang mengadili perkara-perkara tertentu atau 

mengenai golongan rakyat tertentu. Golongan rakyat yang dimaksud sebagaimana yang 

terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah rakyat yang 

beragama Islam. Sedangkan materi perkara yang menjadi kompetensi peradilan agama 

adalah perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah 

sebagaimana Pasal 49 jo. Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.
18

 Kewenangan 

pengadilan agama di bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kewenangan untuk memerika, memutus 

dan menyelesaikan perkara-perkara yang salah satunya adalah perkara perceraian karena 

talak dan gugatan perceraian.
19

 

Perceraian di depan pengadilan agama ini semata-mata untuk mewujudkan 

kehidupan suasana damai, aman, tertib, dan sejahtera. Sehingga hakim pengadilan agama 

dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaranya dapat mewujudkan 

kembali pasangan sakinah, mawaddah, dan rahmah, terhadap pasangan yang berselisih. 
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Karena pada dasarnya pernikahan merupakan asas pokok hidup yang paling utama dalam 

pergaulan atau masyarakat yang sempurna.
20

 

Talak di luar pengadilan adalah talak yang telah memenuhi syarat dan rukun talak 

yang ditetapkan dalam syariat Islam, namun tanpa penetapan dari instansi yang berwenang 

sebagaimana yang di atur dalam undang-undang. Meski telah sah menurut hukum Islam, 

perceraian semacam ini tentu akan dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari 

apalagi jika kemudian masing-masing melangsungkan pernikahan dengan orang lain. Hal ini 

disebabkan status pernikahan pasangan tersebut masih berlaku dan tercatat secara hukum di 

Indonesia karena belum ada pemberitahuan kepada negara mengenai perpisahan yang 

dilakukan oleh keduanya melalui Pengadilan Agama. 

Status pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama atau cerai di bawah tangan ini 

masih sah sebagai suami atau istri dari pasangan sebelumnya. Akibatnya, jika salah satu atau 

keduanya hendak melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang baru, mereka tidak 

dapat mendaftarkan perkawinan tersebut secara hukum negara.  Dalam arti, akibat 

perceraian di luar pengadilan ini pelaku hanya bisa melakukan perkawinan selanjutnya 

secara sirri
21

 karena statusnya yang masih menjadi pasangan dari orang lain. Secara hukum, 

perkawinan sirri ini dianggap tidak pernah ada sehingga pihak istri, anak dan keluarga dari 

pihak istri lainnya tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami.
22

 Akibat 

lainnya adalah tidak terpenuhinya nafkah istri pasca perceraian, termasuk pembagian harta 

gono gini. Tidak hanya itu, perceraian di luar Pengadilan juga berdampak buruk kepada 
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anak.
23

 Dengan demikian, perceraian yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia 

adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan agama. Sedangkan apabila 

talak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama 

saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang 

pangadilan agama.
24

  

Dalam hal administrasi di Indonesia, perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-

sembunyi dan tidak tercatat secara hukum akan menyebabkan tidak adanya Kartu Keluarga 

(KK), tidak dapat membuat Akta Kelahiran Anak serta Akta Perceraian yang sah karena 

tidak adanya keterangan bahwa suatu perkawinan telah berlangsung. Untuk itu, peraturan 

perundang-undangan memiliki jalan tengah bagi perkawinan yang belum dicatatkan secara 

hukum negara namun telah dilangsungkan berdasarkan hukum kepercayaan dan agama yang 

dianut. Pasangan yang tidak mendaftarkan perkawinannya secara hukum dan tidak dapat 

dibuktikan dengan buku nikah ataupun akta nikah, dapat mengajukan itsbat nikah ke 

pengadilan agama. Itsbat nikah adalah pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui 

pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang 

berlaku.
25

  

Itsbat nikah merupakan penetapan perkawinan yang awalnya tidak dicatatkan, 

sementara peraturan perundang-undangan mengamanahkan agat suatu perkawinan itu 

tercatat. Oleh karena itu, hubungan itsbat nikah dengan pencatatan perkawinan memiliki 
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hubungan timbal balik di mana itsbat nikah diatur dalam rangka memiliki akta nikah.
26

 

Tujuan adanya permohonan itsbat nikah adalah untuk melegalkan suatu pernikahan dan 

adanya aturan bagi mereka yang pernikahannya tidak tercatat. Hal ini di atur pasal 7 

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, bahwa: “dalam hal tidak dapat dibuktikan dengan 

akta nikah dapat diajukan nikahnya ke pengadilan agama.”  

Permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan berbagai 

alasan, pada umumnya perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama selama ini menerima, 

memeriksa dan memberikanpenetapan permohonan itsbat nikah.
27 Tidak semua permohonan 

isbat nikah dapat diterima oleh Pengadilan Agama, salah satunya adalah Penetapan 

Pengadilan Agama Pariaman Nomor Perkara 0111/Pdt.P/2017/PA.PRM di mana 

permohonan isbat nikahnya ditolak oleh Pengadilan Agama Pariaman karena sang istri 

masih terikat perkawinan dengan pasangan sebelumnya disebabkan belum bercerai di 

muka pengadilan. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi UU 

Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 39 ayat (1) tertuang:  

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan 

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
28

  

Sistem hukum nasional Indonesia hanya mengakui perceraian atau talak yang 

dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama dan tidak mengakui talak yang hanya 

diucapkan suami tanpa adanya bukti berupa Akta Perceraian yang dikeluarkan pasca 

terjadinya perceraian. Akan tetapi keyakinan dan kepatuhan umat Islam di Indonesia, 

terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama masih kuat. Masyarakat masih berpegang kepada 
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pendapat ulama yang berlandaskan kepada kitab Fiqh yang memandang bahwa perceraian 

yang telah memenuhi syarat sah dalam syari’at Islam adalah perceraian yang sah tanpa perlu 

repot-repot berurusan dengan hukum melalui sidang di hadapan pengadilan. Pada akhirnya, 

tujuan hukum untuk menyelesaikan permasalahan perceraian di masyarakat secara adil yang 

dapat diterima oleh masyarakat dan ulama tidak tercapai.  

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 41 dan Pasal 149 

Kompilasi Hukum Islam atau KHI, diketahui bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami 

kepada istrinya di muka sidang pengadilan agama akan menimbulkan akibat hukum di 

antaranya adanya tanggung jawab dan kewajiban suami untuk memberikan 

penghidupan dan nafkah yang layak kepada bekas istrinya selama masa iddah serta 

biaya hidup dan pendidikan anak hingga anak tersebut berusia 21 tahun.
29

 Jaminan atas 

hak-hak bekas istri dan anak inilah yang menjadi salah satu alasan keberadaan hukum 

ini. Sayangnya, banyak di antara masyarakat yang hanya berpisah begitu saja tanpa 

adanya pemberitahuan kepada pengadilan agama dengan berbagai alasan di antaranya 

karena sudah menjadi kebiasaan umum di masyarakat, kurangnya kesadaran hukum, 

adanya masalah pribadi yang harus ditutupi, faktor ekonomi dan masalah waktu untuk 

melakukan prosedur cerai talak di pengadilan agama.
30

  

 

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul 

penelitian “PERMOHONAN ITSBAT NIKAH UNTUK PERKAWINAN KEDUA 
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OLEH ISTRI YANG BERCERAI DI LUAR PENGADILAN (STUDI KASUS 

PADANG PARIAMAN)”. 

B. Rumusan Masalah 

Pokok permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penyelesaian permohonan itsbat nikah untuk perkawinan kedua 

oleh istri yang bercerai di luar pengadilan Agama? 

2. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak dari penolakan itsbat nikah oleh 

pengadilan agama? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui mengenai proses penyelesaian permohonan perkara itsbat nikah 

untuk perkawinan kedua oleh istri yang bercerai di luar pengadilan. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi para pihak dari penolakan itsbat nikah oleh 

pengadilan agama. 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas pola berpikir penulis serta 

melatih kemampuan dalam penelitian hukum. 



 

b. Untuk menambah referensi terkait ilmu kenotariatan khususnya pada hukum 

perkawinan dan hukum keluarga yang dapat dijadikan bahan bagi penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi setiap orang, 

pemerintah ataupun lembaga, terkait dalam menyelesaikan permasalahan yang 

menyangkut permasalahan hukum perkawinan di pengadilan agama. 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan 

penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum dan Magister Kenotariatan Universitas 

Andalas, serta penelitian yang telah dipublikasikan di internet bahwa penelitian dengan 

judul “PERMOHONAN ITSBAT NIKAH UNTUK PERKAWINAN KEDUA OLEH 

ISTRI YANG BERCERAI DI LUAR PENGADILAN (STUDI KASUS PADANG 

PARIAMAN)” belum pernah dilakukan. Pada penelitian sebelumnya terdapat sedikit 

kesamaan tetapi permasalahan dan bidang kajian tesis memiliki perbedaan, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Penelitian dengan judul “Permasalahan Hukum Tentang Talak di Luar 

Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Harta Perkawinan Dikaitkan dengan  

Ijtima’ Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012”, yang dilakukan oleh Ilham 

Hidayat Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas, dengan kesimpulan: 

a. Banyak permasalahan yang timbul akibat talak di luar pengadilan yang tidak di 

akui oleh Undang-Undang Perkawinan, sedangkan menurut hukum Islam yang 

diyakini oleh ulama dan masyarakat adalah sah. Permasalahan tersebut di 



 

antaranya mengenai kapan jatuhnya talak dan berakhirnya masa iddah, mengenai 

talak tiga, mengenai keabsahan status anak yang dilahirkan setelah jatuhnya 

talak dan mengenai keabsahan pernikahan kedua dan status anak yang 

dilahirkannya yang dapat merusak agama dan keturunan ummat Islam di 

Indonesia. Jika Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama tersebut, 

maka Perceraian seharusnya juga adalah sah jika dilakukan menurut hukum 

agama tersebut. 

b. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya talak di luar pengadilan meliputi 

faktor ekonomi (kemiskinan), faktor yuridis (dualisme hukum perceraian dan 

masih banyaknya nikah siri, faktor sosiologis (kepatuhan masyarakat terhadap 

ulama) dan faktor adat istiadat. 

c. Mengenai pembagian harta perkawinan akibat cerai di luar pengadilan adalah 

sama dengan perceraian di depan pengadilan di mana umumnya masyarakat 

yang menyelesaikan permasalahan mengenai harta perkawinan secara 

kekeluargaan dengan mengikut sertakan ulama setempat dan tokoh adat. Tetapi 

mulai terbukanya harta perkawinan untuk dibagi adalah sejak dijatuhkan talak 

oleh suami. 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian di atas, dapat diketahui bahwa yang 

menjadi legal problem penelitian tersebut adalah permasalahan yang timbul akibat talak 

di luar pengadilan dianggap tidak sah, faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di 

luar pengadilan dan akibat hukum dari perceraian di luar Pengadilan terhadap harta 

perkawinan, di mana permasalahan tersebut berbeda dengan yang dibahas dalam tesis ini 



 

yang lebih fokus kepada faktor penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan dan 

proses permohonan perkara istbat nikah pada istri yang bercerai di luar pengadilan. 

2. Penelitian dengan judul “Kedudukan Perkawinan Dan Perceraian Di Bawah 

Tangan Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundangan-Undangan 

Yang Berlaku Di Indonesia” yang dilakukan oleh Eka Widiasmara di Program 

Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro pada tahun 2010, dengan membahas 

hal-hal berikut: 

a. Kedudukan perkawinan dan perceraian dibawah tangan ditinjau dari Hukum 

Islam dan ketentuan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia adalah sah apabila 

memenuhi rukun dan semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. 

Menurut ketentuan pada Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, sebuah perkawinan 

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi 

syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau 

pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka 

perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan 

masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan 

masyarakat perlu dipastikan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya 

terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan supaya mempunyai kekuatan 

hukum. Selanjutnya akibat hukum dari perkawinan dan perceraian di bawah 

tangan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan 

yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah 

tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah dimata 



 

hukum Negara. Akibat hukum perkawinan dan perceraian tersebut berdampak 

sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum 

maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan. 

b. Hambatan-hambatan yang dihadapi pelaku perkawinan dan perceraian di bawah 

tangan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia adalah sulitnya 

mendapatkan pengakuan dari legalitas dari pemerintah. Apabila perkawinan di 

bawah tangan ingin diakhiri dan “dilegalkan dengan cara mencatatkan 

perkawinan dengan permohonan itsbat nikah (penetapan/ pengesahan nikah) 

kepada pengadilan agama sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI)” dan 

menikah ulang dengan mengikuti prosedur pencatatan KUA. Untuk perkawinan 

di bawah tangan, hanya dimungkinkan itsbat nikah dengan alasan dalam rangka 

penyelesaian perceraian. 

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi legal problem penelitian tersebut 

dapat dilihat bahwa yang menjadi fokus analisis adalah kedudukan dari akibat hukum 

perkawinan dan perceraian di bawah tangan ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum 

positif di Indonesia, hambatan-hambatan yang dihadapi pelaku perkawinan, perceraian di 

bawah tangan menurut hukum islam dan hukum positif di Indonesia serta solusi 

hukumnya di mana ini berbeda dengan fokus pembahas dalam tesis ini yang terfokus 

kepada faktor terjadinya perceraian di luar pengadilan dan proses permohonan perkara 

isbath nikah pada istri yang telah bercerai di luar pengadilan. 



 

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta/fenomena yang 

satu dengan fenomena yang lain pada sekumpulan fakta-fakta. Menurut Jonathan Turner, 

teori dalam ilmu sosial adalah penjelasan sistematis tentang hukum-hukum dan 

kenyataan-kenyataan yang dapat diamati, yang berkaitan dengan aspek khusus dalam 

kehidupan manusia. Sedangkan menurut Neuman, teori merupakan seperangkan konstruk 

(konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis 

melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan 

dan menggambarkan fenomena.
31

 

Dalam melakukan sebuah penelitian dibutuhkan teori-teori yang berguna sebagai 

pisau analisis bagi peneliti dalam membuat suatu penelitian. Teori tersebut digunakan 

untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu 

terjadi, kemudian teori itu diuji dan dihadapkan dengan fakta yang menunjukkan 

ketidakbenaran, kemudian untuk menunjukkan pola berpikir yang tersusun secara 

sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan) dan juga simbolisis.
32

 Selanjutnya 

menurut Sarantakos teori dibangun dan dikembangkan melalui research dan 

dimaksudkan untuk pengembangan dalam penjelasan suatu fenomena.
33

 

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum, maka teori yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum. Teori hukum adalah studi tentang 

hukum yang bukan sebagai sarana untuk mendapatkan kemampuan professional yang 
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konvensional.
34

 Maka dalam menjelaskan dan menganalisis permasalahan dalam karya 

tulis ini, teori yang penulis gunakan adalah: 

a. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus pasti 

dan adil.
35

 Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara 

normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan 

dibuat dan diudangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis. Menurut 

Gustav Radbruch bahwa hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar 

dimana dalam bukunya menuliskan bahwasannya dalam hukum terdapat tiga nilai dasar 

yaitu kepastian hukum di mana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, 

keadilan hukum di mana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana 

keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah 

pengadilan, dan kemanfaatan hukum di mana dalam kemanfaatan hukum membahas 

mengenai nilai guna.
36

 

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan 

aspek “seharusnya” atau das sollen dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa 

yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum 

menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam 

hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-

aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan 

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan 
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kepastian hukum.
37

 Proses untuk menjalankan prinsip kepastian hukum ini diperlukan 

jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan benar. Lebih 

sederhananya kepastian hukum ini adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus 

dijalankan dengan cara yang baik atau tepat.  

Me lnulrult Suldikno Me lrtokulsulmo, ke lpastian hulkulm adalah jaminan bahwa hulkulm 

dijalankan, bahwa yang be lrhak melnulrult hulkulm dapat melmpelrolelh haknya dan bahwa 

pu ltulsan dapat dilaksanakan.
38

 Ke lpastian hulkulm ini melmbe lri sulatul hak kelpada pihak 

yang be lrke lpelntingan ulntulk melnge ltahuli apa yang dike lhe lndaki dari padanya. Dari 

be lbelrapa macam pelnge lrtian telntang se lbulah prinsip kelpastian hulkulm maka ulntulk 

pe lnelrapannya pada sulatul ke lhidulpan masyarakat kelpastian hulkulm ini sangat be lrpelngarulh 

melnulrult pelndapat Jan Michiell Ottor dalam bulku lnya Adrian Sulteldi, ulntulk melwuljuldkan 

se lbulah kelpastian hulkulm ada belbelrapa prinsip yang haruls le lbih ditelkankan yaitul:
39

 

1) Telrdapat atulran hulkulm yang konsiste ln dan jellas. 

2) Instansi pe lmelrintah di bidang pe lrtanahan melne lrapkan atulran hulkulm se lcara 

konsiste ln, patulh dan taat telrhadapnya. 

3) Masyarakat haruls me lnye lsulaikan pelrilakul se lhari-hari melre lka telrhadap atulran hulkulm 

telrse lbult. 

4) Hakim yang mandiri, tidak belrpihak ke lpada salah satul pihak saja dan haruls 

melne lrapkan atulran hulkulm selcara konsiste ln se lrta telliti dalam melnye lle lsaikan pelrkara 

pe lngadilan. 

5) Pultulsan pe lngadilan selcara kongkrit haruls dilaksanakan. 
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Me lnulrult Ape lldoorn, ke lpastian hulkulm me lmpulnyai dula se lgi, pe lrtama melnge lnai 

soal dapat dibelntulknya hulkulm dalam hal-hal yang konkre lt, artinya pihak-pihak yang 

melncari keladilan ingin melnge ltahuli hulkulm dalam hal yang khulsuls se lbe llulm melmullai 

pe lrkara. Ke ldula, kelpastian hulkulm be lrarti kelamanan hulkulm, artinya pe lrlindulngan bagi 

para pihak telrhadap ke lse lwe lnangan hakim. Dalam paradigma positivisme l de lfelnisi hulkulm 

haruls mellarang se llulrulh atulran yang mirip hulkulm, teltapi tidak belrsifat pelrintah dari 

otoritas yang be lrdaullat, kelpastian hulkulm haruls sellalul dijulnjulng tinggi apapuln akibatnya 

dan tidak ada alasan ulntulk tidak melnjulnjulng hal te lrse lbult karelna dalam paradigmanya 

hu lkulm positif adalah satul-satulnya hulkulm.
40

 

Ke lpastian hulkulm se lbagai salah satul tuljulan hulkulm dan dapat dikatakan ulpaya 

melwuljuldkan ke ladilan. Be lntulk nyata dari kelpastian hulkulm adalah pellaksanaan dan 

pe lnelgakan hulkulm te lrhadap sulatul tindakan tanpa melmandang siapa yang me llakulkan. 

Adanya ke lpastian hulkulm seltiap orang dapat melmpe lrkirakan apa yang akan te lrjadi jika 

mellakulkan tindakan hulkulm itul, kelpastian sangat dipe lrlulkan ulntulk melwuljuldkan keladilan. 

Ke lpastian salah satul ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hulkulm, telrultama ulntu lk norma 

hu lkulm telrtullis. Hulkulm tanpa nilai kelpastian akan kelhilangan makna karelna tidak dapat 

digulnakan se lbagai peldoman pelrilakul bagi se ltiap orang. 

Dalam prosels pe lnye lle lsaian pelrmohonan istbat nikah ulntulk pe lrkawinan keldula 

olelh istri yang be lrce lrai di lular pelngadilan, telori ke lpastian hulkulm me lmiliki hulbulngan 

yang e lrat. Telori kelpastian hulkulm adalah telori yang me lnganggap bahwa hulku lm haruls 

melmastikan kelpastian hulkulm bagi se ltiap individul dalam mellakulkan kelgiatan hu lkulmnya. 

Dalam kontelks ini, telori kelpastian hulkulm melmiliki pelran pelnting dalam melnjamin 
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ke lpastian hulkulm bagi pasangan yang ingin me lnikah ke lmbali se ltellah belrcelrai di lular 

pe lngadilan. 

De lngan istbat nikah, pasangan dapat me lmpelrolelh statuls pe lrnikahan yang sah 

melnulrult agama dan relsmi te lrcatat selsulai pelru lndang-ulndangan yang be lrlakul. Hal ini 

melmbe lrikan kelpastian hulkulm bagi pasangan yang ingin me lnikah kelmbali se ltellah 

be lrcelrai di lular pelngadilan. Olelh karelna itul, dapat dikatakan bahwa telori kelpastian 

hu lkulm melmiliki hulbulngan yang e lrat de lngan prose ls pe lnye lle lsaian pelrmohonan istbat 

nikah ulntulk pe lrkawinan keldula olelh istri yang be lrce lrai di lular pe lngadilan, karelna istbat 

nikah dapat melmbelrikan kelpastian hulkulm bagi pasangan yang ingin me lnikah kelmbali 

se ltellah belrcelrai di lular pelngadilan. 

 

 

b. Telori Ke lmanfaatan Hulkulm 

Aliran Ultilitarianismel melmpulnyai pandangan bahwa tuljulan hulkulm adalah 

melmbe lrikan kelmanfaatan kelpada selbanyak-banyaknya orang. Ke lmanfaatan di sini 

diartikan se lbagai ke lbahagiaan (happine lss), se lhingga pe lnilaian telrhadap baik-bu lrulk ataul 

adil-tidaknya su latul hulkulm belrgantulng ke lpada apakah hulkulm itul melmbe lrikan 

ke lbahagiaan kelpada manulsia ataul tidak. Delngan de lmikian belrarti bahwa se ltiap 

pe lnyulsulnan produlk hulkulm (pe lratulran pe lrulndang-ulndangan) se lharulsnya se lnantiasa 

melmpe lrhatikan tuljulan hulkulm yaitul ulntulk melmbe lrikan kelbahagiaan selbanyak-banyaknya 

bagi masyarakat. Melnulrult para ahli Hulkulm:  

1) Jelre lmy Be lntham (1748-1832)  



 

Be lntham melmbanguln se lbulah telori hulkulm komprelhe lnsif di atas landasan yang 

suldah dileltakkan, telntang asas manfaat. Be lntham melrulpakan tokoh radikal dan 

pe ljulang yang gigih ulntulk hulkulm yang dikodifikasikan, dan ulntulk melrombak hulkulm 

yang baginya me lrulpakan selsulatul yang kacaul. Ia me lrulpakan pelnceltuls se lkaligu ls 

pe lmimpin aliran kelmanfaatan. Melnulrultnya hakikat ke lbahagiaan adalah kelnikmatan 

dan kelhidulpan yang be lbas dari ke lse lngsaraan. Be lntham melnye lbultkan bahwa “The l aim 

of law is The l Gre late lst Happine ls for the l gre latelst nulmbe lr”. De lngan kata-kata Be lntham 

se lndiri, inti filsafat disimpullkan selbagai be lrikult : Alam tellah melnelmpatkan manulsia di 

bawah ke lkulasaan, kelse lnangan dan ke lsulsahan. Kare lna ke lse lnangan dan ke lsulsahan itul 

kita melmpulnyai gagasan-gagasan, se lmula pe lndapat dan selmula keltelntulan dalam hidulp 

kita dipelngaru lhinya. Siapa yang be lrniat ulntulk melmbe lbaskan diri dari kelkulasaan ini, 

tidak melnge ltahuli apa yang ia katakan. Tuljulannya hanya ulntulk melncari kelse lnangan 

dan melnghindari ke lsulsahan pe lrasaan-pe lrasaan yang se llalul ada dan tak telrtahankan ini 

se lharulsnya melnjadi pokok stuldi para moralis dan pelmbulat ulndang-ulndang. Prinsip 

ke lgulnaan melne lmpatkan tiap selsulatul di bawah ke lkulasaan dula hal ini. 

2) John Stular Mill (1806-1873)  

Pe lnganult aliran Ultilitarianismel se llanjultnya adalah John Stular Mill. Seljalan 

de lngan pe lmikiran Be lntham, Mill melmiliki pelndapat bahwa sulatul pe lrbulatan 

he lndaknya be lrtuljulan ulntulk melncapai selbanyak mulngkin kelbahagian. Me lnu lrult Mill, 

ke ladilan belrsu lmbe lr pada nalulri manulsia ulntulk melnolak dan melmbalas kelrulsakan 

yang dide lrita, baik olelh diri se lndiri maulpuln ole lh siapa saja yang me lndapatkan simpati 

dari kita, selhingga hakikat keladilan melncakulp se lmula pelrsyaratan moral yang hakiki 

bagi ke lse ljahtelraan ulmat manulsia. Mill seltuljul de lngan Be lntham bahwa sulatul tindakan 



 

he lndaklah dituljulkan kelpada pelncapaian ke lbahagiaan, selbaliknya sulatul tindakan 

adalah salah apabila melnghasilkan se lsulatul yang me lrulpakan kelbalikan dari 

ke lbahagiaan. Le lbih lanjult, Mill melnyatakan bahwa standar keladilan helndaknya 

didasarkan pada kelgulnaannya, akan te ltapi bahwa asal-ulsull ke lsadaran akan keladilan itul 

tidak dikelte lmulkan pada kelgulnaan, me llainkan pada dula hal yaitul rangsangan ulntulk 

melmpe lrtahankan diri dan pelrasaan simpati. Melnulrult Mill keladilan belrsulmbe lr pada 

nalulri manulsia ulntulk melnolak dan melmbalas kelrulsakan yang dide lrita, baik olelh diri 

se lndiri maulpu ln olelh siapa saja yang me lndapat simpati dari kita. Pelrasaan keladilan 

akan melmbe lrontak telrhadap kelrulsakan, pelnde lritaan, tidak hanya atas dasar 

ke lpelntingan individulal, mellainkan lelbih lulas dari itul sampai kelpada orang lain. 

Teori kemanfaatan hukum adalah suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang 

menekankan pentingnya hukum dalam memberikan manfaat yang nyata bagi 

masyarakat. Teori ini menganggap bahwa hukum harus mampu memberikan solusi 

yang adil dan bermanfaat untuk kepentingan bersama.Hukum juga diharapkan dapat 

mencegah konflik dan ketidakpastian dalam masyarakat. Dengan menolak istbat nikah 

jika masih ada ikatan pernikahan yang sah, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan 

Kompilasi Hukum Islam, tidak dibenarkan seorang  wanita terikat dalam dua 

perkawinan secara bersamaan. Pengadilan dapat membantu mencegah kemungkinan 

konflik di masa depan yang mungkin muncul jika suatu pernikahan dilakukan tanpa 

memperhatikan status pernikahan sebelumnya. 



 

2. Kerangka Konseptual 

a. Pe lrkawinan 

Pe lrkawinan di artikan selbagai melnghimpuln dua orang me lnjadi satul. Me llaluli 

be lrsatulnya dula insan manulsia yang awalnya hidulp se lndiri, delngan adanya 

pe lrkawinan dula insan manulsia yang dipe lrtelmulkan olelh Allah SWT ulntulk be lrjodoh 

melnjadi satul selbagai pasangan sulami istri yang saling melle lngkapi kelkulrangan 

masing-masing.
41

 Nikah melmiliki arti mellaksanakan selbulah pelrjanjian yang saling 

melmiliki keltelrtarikan selorang dan wanita yang me lle lgalkan hulbulngan intim pria dan 

wanita, nikah haruls dilakulkan tanpa paksaan agar dapat melnciptakan selbulah 

ke lbahagiaan dalam rulmah tangganya dilipulti rasa saling melnyayangi se lrta saling 

melmbe lrikan rasa damai selsulai delngan ajaran Islam.
42

 

Tuljulan perkawinan itul se lndiri adalah ulntulk melnciptakan rulmah tangga. 

Sulami dan Istri saling mellakulkan pelnde lkatan ulntulk melncapai tuljulan pelrkawinan 

de lngan be lbe lrapa cara diantaranya yaitul: 

1. Sulami istri saling be lrkorban ulntulk melncapai tuljulan pelrkawinan yang lulhulr 

karelna itul pe lngorbanan dibultulhkan dalam be lrulmah tangga. 

2. Akhlak, moral dan eltika yang baik melrulpakan salah satul modal ulntulk 

melmbanguln rulmah tangga.
43

 

b. Pe lrkawinan belrdasarkan Ulndang-ulndang nomor 1 Tahuln 1974  

Pe lrkawinan ialah ikatan lahir batin antara se lorang pria de lngan se lorang wanita 

se lbagai sulami istelri delngan tu ljulan melmbe lntulk kellularga (rulmah tangga) yang bahagia 
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dan kelkal belrdasarkan keltu lhanan yang maha elsa.
44

 Tuljulan pelrnikahan melnulrult 

Soe lmiyati ada lima yaitul, Pe lrtama, ulntulk melmpe lrolelh ke ltulrulnan yang sah. Ke ldula, 

ulntulk melmelu lhi tulntulan nalulriah/hajat ke lmanulsiaan. Keltiga, melnjaga manulsia dari 

ke ljahatan dan kelrulsakan. Kelelmpat, melmbelntulk dan melngatulr rulmah tangga yang 

melrulpakan basis pelrtama dari masyarakat yang be lsar atas dasar kelcintaan dan kasih 

sayang. Ke llima, melnulmbulhkan aktivitas dalam belrulsaha melncari relze lki yang halal 

dan melmpelrbe lsar rasa tanggulng jawab.
45

 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 Ulndang-ulndang Nomor 1 

tahuln 1974 yaitul: 

“Tiap-tiap pelrkawinan dicatatkan melnulrult pelratulran pelrulndang-ulndangan yang 

be lrlakul”.  

Sulatul pelrkawinan bellulm dapat diakuli ke labsahannya dan/ataul ke lbelradaannya jika 

tidak di catatkan. Pelncatatan itul ulntulk telrtib administrasi, melmbelrikan kelpastian 

hulkulm bagi statuls hulkulm sulami, istelri, anaknya dan jaminan pelrlindulngan te lrhadap 

hak yang timbull se lpelrti nafkah, hak harta belrsama, dan hak waris selrta hak ulntulk 

melmpe lrolelh idelntitas hulkulm, se lpelrti akta ke llahiran dan kartul ke llularga.
46

 

c. Pe lrcelraian belrdasarkan Ulndang-ulndang nomor 1 tahuln 1974 telntang Pe lrkawinan. 

Hulkulm ke llularga bagi ulmmat islam di Indone lsia suldah melnjadi hulku lm positif 

karelna te llah di ulndangkan de lngan Ulndang-ulndang Nomor 1 tahuln 1974 te lntang 

pe lrkawinan (UlUlP) ole lh karelna itul jika telrjadi selngke lta dalam hulkulm kellularga pe lrlul 

ada kelkulasaan nelgara ulntulk me lngadilinya, salah satul nya me lnge lnai pelrce lraian yang 
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haruls diadili di Pelngadilan Agama. Me lnulrult fikih hulkulm Islam talak adalah hak 

multlak sulami, talak dianggap sah apabila di jatulhkan selcara sadar olelh sulami, ke ltika 

talak suldah diulcapkan olelh sulami kelpada istelri nya, maka se lkeltika jatulh talaknya. 

Me lnulrult hulkulm positif Indonelsia pe lrlul ada ikult campulr tangan pelngadilan 

agama ulntulk me lngadili. Se lorang sulami ingin me lntalak istrinya haruls me lngajulkan 

pe lrmohonan ikrar talak kelpada Pe lngadilan Agama dise lrtai delngan alasannya 

melngapa ia akan melnjatulhkan talak te lrhadap istelrinya. Se lte llah mellaluli prose ls 

pe lngadilan jika pelrmohonan di telrima, maka sah lah pelrcelraian telrse lbult. Nelgara 

suldah me lngatulr di dalam Ulndang-ulndang te lntang Pe lkawinan yang te lrdapat dalam 

pasal 39 ayat (1) me lnyatakan bahwa “Pe lrcelraian hanya dapat dilakulkan di de lpan 

sidang pe lngadilan se ltellah pelngadilan yang be lrsangkultan be lrulsaha dan tidak belrhasil 

melndamaikan keldula bellah pihak”. Be lgitul puln delngan Kompilasi hulkulm Islam 

telrdapat dalam pasal 115 yang bulnyinya “Pe lrcelraian baik atas kelhe lndak sulami ataul 

istelri haruls dilaksanakan didelpan sidang pe lngadilan Agama”. 

d. Talak  Di lular Pe lngadilan 

Talak adalah selbulah istilah dalam agama islam yang be lrarti adalah pelrcelraian 

antara sulami istri. Pelrcelraian melnulrult islam ataul yang biasa diselbult thalaq belrasal 

dari bahasa Arab yang diambil dari kata thalaqa-yulthliqul-thalaqan yang se lmakna 

de lngan kata thaliq yang be lrmakna al irsal ataul tarkul, yang be lrarti melle lpaskan dan 

melninggalkan. Thalaq adalah melle lpaskan ataul me lngulrai tali pelngikat, baik yang 

be lrsifat konkrit selpe lrti tali pelngikat kulda mapuln be lrsifat abstrak selpe lrti tali pelngikat 

pe lrnikahan. Thalaq julga be lrarti melmultulskan ataul me llelpaskan ikatan pelrnikahan atas 

ke lhelndak sulami.  



 

Pe lrcelraian melnulrult pasal 38 Ulndang-ulndang nomor 1 tahuln 1974 adalah 

“pultulsnya pe lrkawinan”. Se lsulai dalam kontelks ke lindonelsiaan khulsulsnya dalam 

masalah pelrkawinan selpelrti dinyatakan dalam pasal 39 ayat (1) Ulndang-ulndang 

Nomor 1 Tahuln 1974, bahwa: 

1. Pe lrcelraian hanya dapat dilakulkan didelpan sidang pe lngadilan se lte llah pelngadilan 

yang be lrsangkultan be lrulsaha dan tidak belrhasil melndamaikan keldula be llah pihak. 

2. Ulntulk mellakulkan pelrcelraian haruls ada culkulp alasan, bahwa antara sulami istri itul 

tidak akan dapat hidulp ru lkuln se lbagai sulami. 

3. Tata cara pelnye lle lsaian didelpan sidang pe lngadilan diatulr dalam pelratulran 

pe lrulndang-ulndangan te lrse lndiri.
47

 

Talak di lular pelngadilan adalah pelrcelrian yang dilakulkan tidak melngikulti 

prose ldulr se lbagaimana diatulr dalam pelratulran pe lrulndang-ulndangan, se lhingga bisa 

pe lrcelraian telrse lbult sah melnulrult hulkulm islam, namuln tidak sah selcara hulkulm ne lgara. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Dalam pelnellitian pelnullis adalah meltodel pe lnde lkatan yulridis e lmpiris, yaitul sulatul 

pe lndelkatan masalah mellaluli pe lnellitian hulkulm delngan me llihat pelratulran hulkulm yang 

be lrlakul yang akan melnghasilkan telori-te lori telntang elksiste lnsi dan fulngsi hulku lm dalam 

masyarakat. Pelne llitian melnelkan pada praktelk dilapangan dikaitkan delngan aspe lk hulkulm 

ataul pelratulran pelrulndang-ulndangan yang be lrlakul. Sifat pelnellitian yang digulnakan adalah 

                                                 
47

 Beni Ahmad Saibani dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 

2011, hlm. 164.   



 

de lskriptif, yaitul pe lne llitian yang me lnggambarkan selcara telpat sifat individul, ke ladaan, 

ge ljala ataulpuln fe lnomelna yang te lrjadi di masyarakat.
48

 

2. Sumber Data 

a. Sulmbe lr Data primelr 

Data primelr adalah data yang dipe lrolelh se lcara langsulng dari sulmbe lr pe lrtama
49

. 

Data primelr dalam pelne llitian ini adalah wawancara delngan: 

1. Ke lpala KUlA Ke lcamatan Batang Anai Kabulpate ln Padang Pariaman; Ulntulk 

melndapatkan informasi melnge lnai pe lnye lle lsaian itsbat nikah. 

2. Panitera Pelngadilan Agama Pariaman; 

Ulntulk melndapatkan informasi melnge lnai itsbat nikah yang dike llularkan olelh 

pe lngadilan agama. 

3. Pe lmohon Istbat nikah. 

Ulntulk me lmpelrolelh ke ltelrangan se lbagai pe llakul yang me llakulkan itsbat nikah 

ulntulk pelrkawinan keldu la olelh istri yang be lrcelrai di lular pelngadilan. 

  

b. Sulmbe lr Data selkulnde lr 

Data selku lnde lr adalah data yang dipe lrolelh dari dokulmeln re lsmi, bulkul, julrnal 

ataulpuln laporan yang ditelrbitkan olelh pihak lain
50

. Data se lkulnde lr dalam 

pe lnellitian ini telrdiri dari: 

1) Bahan hulkulm primelr 
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Bahan hulkulm primelr adalah bahan hulkulm yang me lngikat ataul bahan yang 

be lrkait elrat delngan pe lrmasalahan yang dite lliti, mellipulti: 

(1) Ulndang-ulndang Dasar Ne lgara Re lpulblik Indone lsia Tahuln 1945. 

(2) Ulndang-ulndang Nomor 1 tahuln 1974 telntang Pe lrkawinan. 

(3) Ulndang-ulndang No. 16 Tahuln 2019 telntang Pe lrulbahan atas Ulndang-

ulndang Nomor 1 Tahuln 1974 telntang Pe lrkawinan. 

(4) Kompilasi hulkulm Islam 

(5) Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pe lrdata. 

2) Bahan Hulkulm se lkulnde lr 

Bahan hulkulm selkulnde lr yaitul bahan yang me lmbelrikan pelnjellasan melnge lnai 

bahan-bahan hulkulm primelr yaitul bulkul re lfelre lnsi yang be lrkaitan de lngan yang 

ditelliti, julrnal dan karya ilmiah yang me lmulat kritikan-kritikan para ahli hulkulm 

dan sulmbelr ke lpulstakaan selbagai belriku lt: 

a. Pe lrpulstakaan Program Pascasarjana Fakulltas Hulkulm Ulnive lrsitas 

Andalas 

b. Pe lrpulstakaan Ulnive lrsitas Andalas. 

3) Bahan Hulkulm Te lrsielr 

Bahan hulkulm te lrsie lr yaitul bahan yang melmbe lrikan peltulnjulk ataul pe lnjellasan 

telrhadap bahan hulkulm primelr dan bahan hulkulm se lkulndelr, yaitul: 

(1) Kamuls Hulkulm 

(2) Kamuls Bahasa Indone lsia 

(3) Kamuls Bahasa Inggris 

(4) E lnsiklopeldia telrkait. 



 

3. Cara Pengumpulan Data 

Dalam pelngulmpullan data yang digulnakan pe lnullis melnelmpulh cara wawancara. 

Wawancara adalah sulatul telknik pelngulmpullan data ulntulk me lndapatkan informasi yang 

digali dari sulmbelr data langsulng me llaluli pe lrcakapan ataul tanya jawab.
51

 Wawancara 

adalah situlasi pelran antar pribadi belrtatap mulka (facel to facel) keltika selse lorang yakni 

pe lwawancara melngajulkan pelrtanyaan-pe lrtanyaan yang dirancang ulntulk me lmpe lrolelh 

jawaban-jawaban yang re lle lvan de lngan masalah pelne llitian kelpada se lse lorang re lsponde ln. 

4. Pengolahan dan Analisis Data 

Data-data yang dikulmpullkan dianalisis se lcara kulalitatif. Analisis kulalitatif 

dimaksuldkan ulntulk melnjellaskan se lrta melmbelri gambaran dari data-data dan fakta-fakta 

yang dihimpuln dari sulatul pe lne llitian di lapangan de lngan me lngulnakan rulang inte lrpre ltasi, 

e lvalulasi, dan pelnge ltahulan ulmulm. Dari hasil intelpre ltasi yang dilakulkan, kelmuldian 

se llanjultnya dianalisis lelbih lanjult delngan melnggu lnakan me ltodel Indulktif, yaitul sulatul cara 

be lrfikir yang disandarkan fakta-fakta yang sifatnya ulmulm ke lmuldian dilakulkan pelnarikan 

ke lsimpullan ulntulk melmpelrolelh pelrnyataan yang be lrsifat khsulsuls dari hasil pelnellitian, 

yang se llanjultnya dari ke lsimpullan itul me llahirkan saran-saran maulpuln re lkome lndasi ulntulk 

melnjawab pelrmasalahan yang be lrkaitan de lngan topik pelne llitian. 
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